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Pansus DPRD Soroti Pendapatan DKI Pasca-IKN
Pindah

B ZAINUR MAHSIR RAMADHAN

JAKARTA— DPRD DKI Jakarta
membuat panitia khusus (pansus)
merespons rencana pemindahan ibu
kota negara (IKN) dari Jakarta ke wi-
layah Sepaku, Kabupaten Penajam Pa-
ser Utara, Kalimantan Timur, Pansus
pun menggelar rapat perdana untuk
membahas secara detail posisi Jakarta
setelah tidak lagi menjadi TKN.,

Ketua Pansus IKN, Pantas
Nainggolan, menjelaskan, pemben-
tukan pansus ditujukan agar aspirasi
masyarakat Ibu Kota bisa tersalurkan.
"Kita perlu berikan masukan dan
menghormati  otoritas  masing-
masing, sebelum sampai ke (DPR)
kita akan memberikan masukan dan
rekomendasi melalui pansus nanti,”
kata Pantas di gedung DPRD DKI,
Jalan Kebon Sirih, Senin (15/8).

Menurut dia, rekomendasi yang
didapatkan pansus dari hasil menye-
rap aspirasi masyarakat nantinya di-
sampaikan kepada pemerintah pusat
dan DPR, Salah satu contoh reko-
mendasi ke depannya, kata Pantas,
adalah Jakarta yang sempat dising-
gung Presiden Joko Widodo (Jokowi)
tetap memiliki kekhususan, meski
tidak sebagai ibu kota negara,

"Tetapi kekhususan di bidang
moneter dan keuangan. Nah, saya
pikirini perlu kita jabarkan lebih Jan-
Jut sehingga mampu menjawab tan-
tangan Jakarta ke depannya,” kata
politikus PDIP itu,

Pantas menerangkan, pansus me-
miliki masa kerja selama enam bulan,
Dalam rentang waktu tersebut, pihak-
nya berharap bisa bekerja maksimal
hingga mengeluarkan rekomendasi.

Pansus IKN DKI Jakarta secara
resmi terbentuk sejak Juni 2022,
Pembentukan pansus sudah disetujui
seluruh anggota dewan merujuk Per-
aturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan
Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupa-

ten, dan Kota. Total ada 25 anggota
pansus, terdiri atas dua unsur pim-
pinan dan tiga anggota,

Anggota pansus lainnya, Jama-
ludin mengatakan, salah satu masalah
vang disoroti adalah faktor eksternal
setelah Jakarta tidak lagi sebagai IKN,
Dia memperkirakan, Jakarta bakal
mengalami penurunan pendapatan
secara besar-besaran, yakni di bawah
Rp 80 triliun. Karena itu, pihaknya
berharap agar Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI bisa memutar otak
dalam mengatasi situasi tersebut.

Politikus Partai Golkar itu juga
memprediksi, akan terjadi peram-
pingan aparatur sipil negara (ASN)
di lingkungan Pemprov DKI jika IKN
benar-benar pindah. "Jumlah ang-
gota legislatif juga akan terkoreksi
sangat besar," kata Jamaludin,

Dia mengatakan, selama ini, pen-
dapatan asli daerah (PAD) Jakarta di-
dominasi dari pajak kendaraan ber-
motor (PKB) serta dunia hiburan dan
jasa, Jika Jakarta sudah tidak lagi se-
bagai IKN, menurut Jamaludin, arti-
nya banyak sektor pendapatan yvang
tergerus. “Jadi, tolong ke depan, ada
bahasan mengenai internal di dalam
Pemda DKI sendiri tentang kesiapan
setelah tidak menjadi ibu kota,"
ujarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Aset
Daerah (BPAD) DKI Reza Pahlevi
mengatakan, dengan adanya pemin-
dahan IKN, Jakarta tentu membu-
tuhkan sumber pendapatan baru, "Ke
depan, memang BPAD itu separuh
badannya harus kayak orang berbis-
nis," kata Reza,

Dia mengulang arahan yang
disampaikan Gubernur DKI Anies
Rasyid Baswedan, ada objek denyut
paling utama yang bisa dimanfaatkan
Jakarta. Reza mencontohkan, fiber
optik yang bisa didayagunakan atau
diambil alih pengelolaannya oleh
Pemprov DKI,
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